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ABSTRAK :  - Bahwa untuk mengakomodir pemberian persetujuan kontrak tahun jamak bagi 
pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun 
jamak sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar, perlu mengubah Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 dengan menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana 
telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), 
Perpres RI 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 
2020 No.98),  Permenkeu RI 60/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No.775), Permenkeu 
RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya 
direncanakan kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran atau pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun 
tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan yang terjadi di luar 
kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 
sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi 
(keadaan kahar). 

Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk pekerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diajukan secara tertulis oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan paling 
lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berkenaan. Untuk pekerjaan yang semula 
direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari 
terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, telah 
dilengkapi dengan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan 
bahwa pekerjaan tersebut telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 23 Juli 2020. 

  - Lampiran halaman 9 s.d. 14. 

 


